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ABSTRACTS
The identity of a nation in Indonesian history is marked by a sentiment of anti-colonialism. Collective memory of suffering as an oppressed nation naturally results in antagonistic reaction towards any open act of humiliation from other nations. This may be the cause of tension and harsh reactions towards Malaysia which is deemed as constantly humiliating Indonesian identity. Understanding the initial concept of socionationalism formulated by Soekarno in his Pancasila speech may add some wisdom to show more balanced, harmony-and-humanity-oriented response may next cases arise.
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A. Pendahuluan
Sejak era kepemimpinan presiden pertama Ir. Soekarno, rakyat Indonesia memiliki riwayat ketegangan hubungan politik dengan negara tetangga Malaysia. Bung Karno menilai pembentukan Federasi Malaysia di tahun 1962 adalah proyek kolonialisme dan imperialism baru dari Inggris dan merupakan potensi ancaman terhadap kedaulatan politik dan ekonomi Republik Indonesia. Semasa kebijakan konfrontasi dengan Malaysia itu, rakyat Indonesia maupun rakyat Malaysia baku demonstrasi di negeri masing-masing: rakyat Indonesia ramai menjalankan aksi-aksi anti Malaysia, sementara rakyat Malaysia tak kalah ramainya melakukan aksi-aksi demonstrasi anti-Indonesia, dengan saling menghina lambang negara satu sama lain. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia sampai pada keputusan mengambil garis kebijakan politik luar negeri bermusuhan dengan Malaysia dan melancarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya antara lain untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Perang fisik antara kedua negara berkobar beberapa waktu.
Politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia berakhir setelah Ir. Soekarno dijatuhkan dari tampuk kepresidenan oleh Soeharto. Arah baru kepemimpinan Soeharto yang pro-Barat dan orientasi kebijakannya yang berfokus pada kestabilan dalam negeri di bidang politik dan ekonomi membuat Soeharto tak ingin memperpanjang konfrontasi tersebut. Justru ia menjalin kerjasama lebih erat dengan Malaysia lewat forum perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dengan mengutus Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani piagam Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, yang juga ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak. Salah satu poin perjanjian kerjasama dalam piagam tersebut adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas regional.
Kemajuan ekonomi Malaysia yang cepat mendorong jutaan warga negara Indonesia berangkat ke negeri jiran itu untuk mengadu nasib, bekerja sebagai TKI. Jutaan ringgit mengalir ke pundi-pundi devisa Indonesia dari para pejuang ekonomi tanpa tanda jasa tersebut. Perdagangan antara Indonesia dan Malaysia juga menguntungkan kedua belah pihak. Pada tahun 2009, tercatat surplus USD 2,1 milyar dalam neraca ekspor Indonesia ke Malaysia. Selain itu, Malaysia juga banyak menanamkan modal lewat perusahaan-perusahaan transnasionalnya di berbagai sektor usaha di Indonesia. Sebaliknya, para pengusaha Indonesia juga untung lewat penanaman investasi mereka di Malaysia.

Namun, sisi lain yang mengiringi kerjasama mutualisme di bidang ekonomi tersebut adalah benturan-benturan identitas. Luka lama belum benar-benar sembuh. Hampir tiap tahun terjadi peristiwa atau kasus yang memanaskan kembali ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Perlakuan semena-mena dan penganiayaan terhadap TKI, penghinaan terhadap warga atau identitas negara-bangsa Indonesia oleh pemerintah atau rakyat Malaysia, perseteruan atas wilayah territorial dan batas-batas negara, sampai klaim-klaim pemerintah Malaysia atas kekayaan budaya Indonesia muncul silih berganti membuat ketegangan bersifat kontinyu.

Khususnya dari pihak rakyat Indonesia, terasa sekali kerasnya reaksi warga kita terhadap kasus sekecil apa pun yang dianggap merendahkan harga diri bangsa dan negara Indonesia. Begitu terdengar kabar penangkapan tiga petugas lapangan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Marine Police Malaysia, sontak jejaring sosial facebook dan twitter merelai kabar ini beserta komentar-komentar yang berisi kemarahan terhadap arogansi pemerintah Malaysia. Saat ketegangan batas wilayah di Ambalat terjadi, banyak warga Indonesia yang menyerukan dilancarkan lagi kebijakan Ganyang Malaysia, bahkan ada yang memobilisasi massa lokal untuk berangkat berperang ke Ambalat.
Kita menangkap adanya ekspresi kecintaan pada bangsa dan negara dalam reaksi-reaksi keras itu. Nasionalisme memang bisa muncul dalam beragam wujud. Kalau kita mengkaji dari segi teori nasionalisme, berbagai definisi nasionalisme dari era klasik hingga era modern pada intinya mengandung tiga unsur (Hutchinson dan Smith, 1994:5). 

Pertama, otonomi (autonomus). Unsur ini mengacu kepada satu prinsip atau logika pemikiran yang menjelaskan nasionalisme adalah satu pemikiran yang menganggap bahwa nation adalah satu entitas komunitas yang mampu berdiri sendiri secara utuh. Dan seperti dalam konteks perkembangan sejarah, kemampuan biasa mengacu pada upaya setiap nation untuk mendirikan satu self government.
Kedua, kesatuan (unity). Ini adalah unsur dalam pemikiran nasionalisme yang menerangkan bahwa suatu nation adalah suatu komunitas yang hidup dalam kesatuan sejarah atau nasib yang sama. Dan dengan keberadaannya, nasionalisme dapat mengikat setiap individu yang berbeda-beda berdasarkan ras, etnis, maupun kelas-kelas ekonomi berada dalam sebuah komunitas bernama nation.
Ketiga, identitas (identity). identitas adalah satu unsur yang menyertakan nasionalisme sebagai sebuah paham pembeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Dalam hal ini Nasionalisme selalu memiliki muatan primordialis yang selalu menguatkan perbedaan antara ‘kita’ dan ‘mereka’, Us versus Them.
Menurut para teoritisi klasik, negara merupakan aktor terpenting dalam nasionalisme yang tidak hanya berfungsi untuk menjadi simbol kekuatan suatu bangsa, tetapi juga menjadi actor utama untuk menjaga perkembangan identitas sebuah bangsa agar selalu dapat berlaku sustainable terhadap perkembangan zaman (Smith, 1979:3).

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dianggap menjadi titik balik penting dari pemikiran dari era klasik menuju modern. Jika sebelumnya nasionalisme selalu bekerja berdasarkan nilai-nilai tradisi semata yang menarik ketertarikan massif, pada pemikiran modern nasioinalisme menjadi sebuah sistem-ide yang memadukan dua hal: pertama, budaya tradisional yang menyediakan kekuatan emosi guna memistifikasi orang-orang secara massif terlibat dalam gerakan, dan kedua, pikiran-pikiran rasional seperti egalitarianisme yang tidak hanya mengenalkan solidaritas bangsa secara objektif tetapi juga mampu menyediakan kerangka kerja (framework) rasional bagi permasalahan sosial yang terjadi dan menentukan arah bagi masa depannya.
Di Asia-Afrika, nasionalisme mendapat muatan khusus, yakni anti-kolonialisme. Itu sebabnya kemudian dibedakan antara Nasionalisme Barat, yakni nasionalisme di dalam masyarakat yang telah maju, sebagai upaya mengatasi situasi yang tidak menguntungkan, dari Nasionalisme Timur yang menggunakan nasionalisme sebagai upaya mengatasi keterbelakangan dengan cara meniru Barat, tetapi memusuhi Barat (Plamenantz, 1996).
Namun, terdapat permasalahan dalam pendefinisian nasionalisme anti-kolonial ini. Pertama, pemaknaan Nasionalisme dalam sebuah nation state seringkali hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok politik teratas (elit) tanpa mengikutsertakan kelompok-kelompok bangsa yang mayoritas sehingga menyebabkan nasionalisme sering dipergunakan sebagai alat propaganda-propaganda politik penguasa demi kepentingannya. Kedua, nasionalisme bukan merupakan paham atau ide yang memiliki landasan kriteria-kriteria objektif, maka tidak ada pula batasan-batasan objektif yang termuat didalamnya. Semuanya mengandung unsur subjektivitas sehingga banyak negara yang belum mampu mendesainnya sedemikian baik dalam sebuah sistem negara. Ketiga, sebagai sebuah bagian dari proses dialektika sejarah, nasionalisme sangat bergantung kepada proses-proses politik, ekonomi, dan budaya yang terdapat dalam sebuah kurun waktu, sehingga rentan untuk berubah (Hosbawn, 1992:12).
Teori nasionalisme sebagai anti-kolonialisme ini dipertajam oleh para pemikir kontemporer yang berhaluan antropologi sosial. George Kellas yang menyatakan bahwa dalam pandangan kelompok ilmuwan yang tergolong ke dalam antropologi sosial, nasionalisme memiliki tiga elemen yakni politik, ekonomi, dan budaya. Di antara ketiganya, elemen kultur yang disebut olehnya sebagai psychic income dari nasionalisme berfungsi sebagai elemen yang utama (Kellas, 1998:83-84). Oleh karena itu, data-data tradisional seperti agama, ras, tradisi dan lain sebagainya dalam nasionalisme berfungsi sebagai pengikat solidaritas dan pemberi ruh sentimen yang kuat dalam menggerakan massa, sementara ideologi modern akan menjadi kerangka kerja rasional untuk mewadahi ruh itu.

Tulisan ini bermaksud mengkaji kaitan antara reaksi keras warga Indonesia dalam berbagai kasus ketegangan Indonesia-Malaysia dengan paham nasionalisme. Dengan memahami akar munculnya reaksi keras itu dari aspek historis-ideologis, diharapkan bisa dirumuskan lebih lanjut bagaimana mengekspresikan perasaan nasionalistik secara tepat apabila terjadi kasus-kasus serupa di masa depan. 
Tulisan ini pertama-tama akan mengkaji akar historis dari muncul perasaan nasionalistik dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Dengan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah dalam proses berbangsa dan bernegara dengan menggunakan teori kunci, penulis merumuskan pertumbuhan dan gambaran tentang paham nasionalisme yang muncul di Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme ini kemudian dijadikan bahan untuk menjelaskan reaksi bangsa Indonesia yang keras dalam kasus ketegangan Indonesia-Malaysia dan untuk coba  merumuskan reaksi yang lebih konsisten dengan nilai-nilai tersebut dalam kasus-kasus serupa yang mungkin terjadi.

B. Profil Indonesia dan Peran Strategis Nasionalisme
Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa seperti Cina, Jepang, India, atau Slavik, ada sesuatu yang sangat khas dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak dipersatukan oleh sesuatu yang bersifat fisik, seperti ras, kesatuan wilayah geografis, budaya atau bahasa, atau agama. Dari segi ras, rakyat Indonesia adalah keturunan dari berbagai ras yang berbeda. Dari segi kesatuan wilayah geografis, wilayah yang didiami bangsa Indonesia jelas berbentuk kepulauan. Dari aspek budaya atau bahasa, ada ratusan bahasa tradisional yang dipakai di seluruh Indonesia. Sedangkan, dari aspek agama, jelas sekali rakyat Indonesia memeluk banyak ragam agama. Jika mengandalkan karakter awal masyarakat Nusantara, maka Indonesia barangkali akan selalu terpecah dalam sikap primordial, kedaerahan, atau kesukuan, terbukti dari perlawanan kepada Belanda juga bersifat lokal.
Lalu apa yang mempersatukan rakyat Indonesia menjadi sebuah bangsa? Di sini, para pemikir bangsa kita memperoleh sumbangan pemikiran yang bermanfaat dari filsuf dan ilmuwan Perancis yang hidup abad ke-19, Ernest Renan. Beberapa butir penting teorinya yang sangat relevan dengan pengalaman historis bangsa Indonesia adalah:
1. Bangsa adalah sebuah jiwa

Persoalan pertama yang dibidik oleh Renan dalam kuliah Sorbonne adalah faktor penentu eksistensi bangsa. Ia menginventaris beberapa teori yang umum tentang unsur eksistensial bangsa, meneliti teori-teori itu, dan kemudian menolaknya.

Pertama, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh ras. Renan mengakui kenyataan ada banyak bangsa yang terbentuk karena kesamaan ras, tetapi banyak pula bangsa yang terdiri dari berbagai ras. Tiga bangsa yang paling menonjol di Eropa Barat – Inggris, Perancis, dan Italia – sangat majemuk dengan banyak kasus percampuran darah. Meskipun istilah “keturunan murni” warga pribumi semakin kabur, eksistensi ketiga bangsa itu tetap kokoh. Jadi, sebuah bangsa tidak bisa didefinisikan berdasarkan rasnya.

Kedua, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh bahasa. Renan setuju bahwa bahasa dapat mempersatukan, tetapi tidak selalu membentuk identitas sebuah bangsa. Bahasa adalah bentukan sejarah yang tidak bisa menjadi dasar keputusan sekelompok orang harus bersama-sama menentukan hidup atau mati mereka. Ada kasus-kasus di mana bahasa yang berlainan tidak menghalangi sekelompok orang yang memiliki kesamaan prinsip dan minat untuk bersatu sangat erat. Jadi, sebuah bangsa tidak bisa didefinisikan berdasarkan bahasanya.

Ketiga, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh agama. Agama adalah urusan pribadi, pilihan menurut hati nurani masing-masing. Bangsa-bangsa yang besar membiarkan warganya memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. 

Keempat, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh kesamaan tradisi dan budaya. Sekalipun kesamaan tradisi dan budaya bisa menjadi ikatan kuat dalam masyarakat, namun Renan tidak percaya tradisi yang sama akan selalu membentuk bangsa. Sentimen nasionalisme bisa lebih mempersatukan daripada kesamaan tradisi. 

Kelima, ia menolak bahwa bangsa ditentukan oleh batas-batas geografis. Menurut Renan, batas-batas geografis ditetapkan setelah identitas bangsa terbentuk, bukan sebaliknya. Jika wilayah geografis telah ditetapkan lebih dahulu baru ada bangsa, akan terjadi bencana kekerasan. 

Persoalannya, apakah hakikat bangsa itu menurut Renan?

Salah satu kutipan yang terkenal dari kuliah Ernest Renan di Universitas Sorbonne menyebutkan: Une nation est une âme, un principe spirituel. Sebuah bangsa adalah sebuah jiwa, sebuah prinsip rohani, “sebuah solidaritas berskala besar”. Tampak jelas bahwa Renan melihat hakikat dari eksistensi bangsa bukan terletak pada aspek fisiknya, melainkan pada unsur kejiwaannya. 

Pada titik ini, Renan memberikan satu sumbangan yang sangat berharga bagi pergerakan nasionalisme. Ia menyadarkan para tokoh di negara majemuk seperti Indonesia bahwa masalah membangsa bukan semata-mata urusan perhitungan rasional atau abstraksi metafisis, melainkan sentimen emosional yang riil. Keterikatan dengan tanah leluhur adalah sebentuk kesadaran yang tidak selalu bisa diungkapkan dalam teori, tetapi dirasakan secara mendalam oleh pribadi-pribadi yang mengalaminya.

Teori Renan sangat cocok dengan pengalaman terbentuknya bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa majemuk yang tidak diikat oleh kesamaan ras, bahasa, agama, budaya, atau wilayah geografis, bangsa Indonesia dipersatukan lebih oleh sesuatu yang bersifat ikatan batin. Berikutnya, Renan menjelaskan proses timbulnya ikatan batin ini, yang juga cocok dengan pengalaman bangsa Indonesia.

2. Bangsa terbentuk karena proses sinambungan di masa lampau, masa kini, dan masa depan 

Ditinjau dari faktor waktu, Renan melihat kesinambungan proses membangsa di masa lampau, masa kini dan masa depan. Pada hakikatnya, keputusan untuk menjadi sebuah bangsa diambil di masa kini, yakni dengan adanya kesepakatan, persetujuan, dan hasrat untuk hidup bersama (le désir de vivre ensemble). Kesepakatan ini muncul karena adanya kesamaan sejarah di masa lampau dan adanya kesamaan cita-cita atau visi di masa depan. Dalam hal kesamaan sejarah, Renan berpendapat, pengalaman menderita bersama merupakan faktor pemersatu yang lebih kuat ketimbang kemenangan dan kesenangan, sebab penderitaan menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar, dan lebih mendorong manusia kepada aksi atau upaya bersama. Pengalaman ini dapat dihayati melampaui batas-batas ras dan bahasa.

Seperti yang diuraikan oleh Renan, identitas bangsa Indonesia juga terbentuk terutama karena adanya pengalaman menderita bersama sebagai rakyat jajahan. Penderitaan akibat kolonialisme berbagai bangsa – mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, sampai Jepang – ini secara de facto menimbulkan rasa senasib sepenanggungan yang menyatukan rakyat di seluruh wilayah Nusantara. Ikatan batin akibat kesengsaraan ini lebih kuat dibandingkan kenangan kejayaan masa lampau di masa Majapahit atau Sriwijaya. Penderitaan akibat kolonialisme juga menimbulkan tujuan, harapan, visi, dan program bersama untuk menjadi negara-bangsa yang merdeka, lepas dari campur tangan dan eksploitasi bangsa-bangsa asing.

Secara politis-historis, identitas baru yang menyatu mulai terbentuk dengan penjajahan Belanda yang menyatukan sistem ekonomi, administrasi politik (pemerintahan), dan budaya (pendidikan). Pengaruh nasionalisme modern juga mewarnai corak nasioanlisme di kalangan rakyat Indonesia, yaitu adanya keyakinan bahwa bangsa yang terlihat inferior pun bisa mengalahkan bangsa yang lebih kuat. Nasionalisme bangsa terjajah ini juga mewujud dalam perlawanan terhadap imperialisme Belanda. Organisasi-organisasi modern bermunculan di awal abad XX untuk menggerakkan rakyat memperjuangkan emansipasi mereka dari kaum penjajah. Cita-cita bersamanya adalah “Hindia yang bebas dari Nederland” (Simbolon, 1995:230-247). Namun, sekalipun memiliki cita-cita yang sama (kemerdekaan) dan musuh yang sama (anti-kolonialisme), tetap terjadi pengelompokan di kalangan organisasi modern. Perpecahan di kalangan organisasi modern ini terus bertahan sampai akhirnya terkristal ke dalam tiga kelompok ideologis besar. Hal ini yang diamati oleh Soekarno melalui artikelnya, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang terbit di majalah Suluh Indonesia Muda tahun 1926. Perbedaan ini terus tampak dalam pergerakan Indonesia. Partai-partai yang berdiri selalu cenderung kepada salah satu dari tiga gerakan itu. Di pihak nasionalis ada PNI, Partindo, Parindra, dan sebagainya. Di pihak agama ada Masjumi. Di pihak sosialis/ komunis ada PKI, Murba, dan PSI. Ketiga pihak cenderung saling memandang rendah, bersaing memperebutkan pengaruh, dan menaruh kecurigaan pada pihak yang lain. Namun, lepas dari perbedaannya, sebenarnya di antara ketiga pihak tersebut juga terdapat kesamaan-kesamaan. Mereka semua sama-sama anti penjajahan dan sama-sama ingin mewujudkan Indonesia Merdeka.

Oleh karena itulah, ketika merumuskan Dasar Negara atau dasar filsafat negara-bangsa Indonesia, Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila dengan Nasionalisme sebagai sila pertama dengan tujuan mempersatukan semua elemen bangsa. 

C. Sosionasionalisme dan Prinsip Harmoni
Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno sengaja memilih asas kebangsaan sebagai asas yang pertama, bukan asas Ketuhanan. Dengan mengutamakan asas ini, maka semua golongan yang berselisih akan dipersatukan dalam perjuangan mewujudkan suatu negara kebangsaan (nation-state) Indonesia yang merdeka. Negara kebangsaan ini akan ditempatkan lebih tinggi dari kepentingan golongan-golongan, sebab negara kebangsaan ini bukan milik satu golongan saja, melainkan semuanya. Tidak ada golongan politik atau status ekonomi tertentu yang diistimewakan lebih dari yang lain. Nasionalisme di sini tidak dimaksudkan sebagai nasionalisme yang sempit. Semua kelompok dan setiap wilayah di Nusantara adalah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan besar bernama Indonesia.
Sejarah menunjukkan bahwa nasionalisme yang sempit sangat berbahaya. Karena nasionalisme yang ekstrim, terlalu bangga terhadap identitasnya sebagai ras Arya, fasisme Nazi Hitler di Jerman membantai jutaan orang Yahudi. Oleh karena itu, kebangsaan harus diimbangi dengan peri kemanusiaan, penghargaan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, nasionalisme tidak akan berkembang menjadi chauvinisme atau jingoisme yang mengunggulkan bangsa sendiri dengan merendahkan bahkan menindas bangsa-bangsa lain. Negara Indonesia diarahkan untuk menjadi pendukung terciptanya “kekeluargaan bangsa-bangsa” (Deppen, 2003:19). Ditambahkannya internasionalisme (kemanusiaan) kepada nasionalisme (kebangsaan) menciptakan prinsip yang dinamai Soekarno sosio-nasionalisme.

Dengan melihat dasar ideologis-historis di atas tampaklah bahwa secara ideologis, nasionalisme yang diharapkan Pancasila adalah nasionalisme yang didasarkan pada prinsip harmoni. Di satu sisi, nasionalisme merupakan ungkapan kuat kepribadian bangsa Indonesia yang merasa dirinya berharga dan layak dihargai oleh semua bangsa di dunia, tetapi di sisi yang lain di dalam nasionalisme Indonesia itu juga diminta ada ruang untuk bekerja sama secara adil dan damai dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Harga diri Indonesia tidak boleh dipertahankan dengan bayaran menginjak-injak kehormatan bangsa lain. Akan tetapi, nilai “cinta perdamaian, namun lebih cinta kemerdekaan” juga akan berlaku apabila dirasakan ada ancaman yang nyata terhadap kedaulatan negeri ini.
D. Kesimpulan
Nasionalisme sangat penting sebagai unsur yang membentuk dan memelihara identitas nasional Indonesia. Karena paham nasionalismelah berbagai perbedaan primordial maupun ideologis di antara rakyat Indonesia dapat diatasi. Nasionalisme Indonesia tumbuh sebagai hasil proses dialektis-historis panjang bangsa terjajah melawan bangsa penjajah sehingga wajar saja jika di dalamnya terdapat sentimen yang kuat untuk menolak segala bentuk penghinaan dari bangsa lain kepada dirinya sendiri. Reaksi keras rakyat Indonesia terhadap berbagai perilaku yang mereka anggap semena-mena pemerintah Malaysia terhadap warga negerinya merupakan contoh nyata dari hidupnya sentimen anti penjajahan tersebut.
Dari perspektif pemeliharaan identitas nasional, sentimen anti penjajahan dan memori kolektif yang kuat mengenai penderitaan sebagai bangsa jajahan merupakan modal sosial dan aset berharga yang perlu dipelihara agar identitas nasional tidak mudah pecah. Namun, di sisi lain, perlu terus diingatkan agar jangan diabaikan prinsip kemanusiaan atau internasionalisme, yang bersifat mendamaikan. Perdamaian abadi di seluruh dunia merupakan salah satu tujuan nasional negara Indonesia di dalam konstitusinya. Itu sebabnya, jika barangkali terjadi lagi kasus-kasus konflik antara Indonesia dan Malaysia, pemimpin negeri ini harus berorientasi ke arah solusi menang-menang bagi kedua belah pihak tapi dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan harga diri negara-bangsa Indonesia.
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